KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
REMENTERIAN AGAMA REPUDBLIK INDONES!A

NOMOR 256 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEXOLAH MENENGAIT AGAMA KATOLIK
SANTO PEREGRINUS LAZIOS] WATUMINGAN
D KABUPATEN MANGGARAT TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR

Memimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIRERTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

2.

bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswl menjad
angeola masyarakat yang memahami dan mengamallian
nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atan menjadi ahli ilmu
Agama HKalolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah
Menengah Agama Katolik [SMAK);

bahwa SMAK Santo Peregrinus Laziosi Walumingan i
Kabupaten Manggarai Timur — Nusa Tenggara Timur (NTT],
memenuhi syaral untuk melaksanakan penyelenggaraan
kegiatan belajar mengajar SMAK:

oahwa berdasarkan pertimbangan sebsgaimana dimaksud
dalam hurul a dan hurul by, perlu memberikan  izin
operasional  kepada  SMAK  Santo  Peregrinus  Laziosi
Watumingan di Habupaten Manggara: Tinur - Nusa
Tenggara Timur;

Undang-Undang Neomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor V&, Tambahan Lembaran MNegara
RHenubhk Indanesia Nomaor 4301);

- Peraturan Pemerntah  Nomor 19 Tabhun 2005 tentang

Standar Nasicnal Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan [Lembartan
Megara Hepublhk Indonesiz Nomor 4496) sebhagaimans telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedusz Atas Peraturan Pemerintabh Nomor
189 Tahun 2005 rtentang =Standar Nasionzl Pendidikan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 20132 Nemor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
26B70);

. Peraturan Pemerintah Nomer 5% Tahun 2007 tlentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik TIndonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769,



Menetaplkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tanun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggarnan Pendidikan  (Lembaran
Negara Republix  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105)  scbagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 6% Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157,
Peraturan Menterli Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun
2013 tentang Komperens! Lualusan Pendidikan Dasar dan
Menengahn (Berila Nepara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomaor 712);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayzasn Nomor £4
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 309);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kernenlerian Apama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5%2) sebagalmana
telah dizbah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 1& Tahun 2015 lentang Perubahan Keempal Atas
Peraturan Menterl Agama Nomor 10 Tahun 2010 lenlang
Organisas dan Tata Kerja Kementerian Apama [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

& Peraluran Menteri Agama Nomor ! Tahun 2013 tentang
Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik
mdonesiza Tahun 2013 Nomor 177) scbagaimanz lelah
divtbah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomaor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama
Katolike (Berita Negara Hepublikk Indonesia Tabun 2014
Nomar 1891);

(1]

MEMUTUSEAN .

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN TZIN
QOPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO
PEREGRINUS  LAZIOS]  WATUMINGAN DI KABUPATEN
MANGCGARAT TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR.

Memberikan 1zin operasional kepada SMAK Santo Percgrinus
Laxzios: Watumingan di Kabupaten Manggarai Timur - NTT
untuk  menvelengparakan  Pendidikan Keagomaen  Katolik
Tmgkat Menengah mulai tahun pelajaran 2016/2017.

SMAK Santo Peregrinus Laziosi Watumingan mengembangkan
Program Keagamaan Katolik den harus memperhatikan
peraturan perundang-undangan vang berlalku.

J-’Ellj,-z]cnpg”faﬂ Program Keagamaan Katolik SMAK  harus
memperhatilkkan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkal
Menengah sesuar dengan ketentuan yang berlaku

lzin operasional ini beriaku sementara dan dapat ditinjsu
kembzli serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi
terhadap SMAK Santo Peregrinus lLagziosi Watumingan  di
Kabupaten Manggarai Timur - NTT yang ci?_laku_knn cleh
Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolk sesum
kelentuan vang berlaku.



KELIMA Kepala SMAK Santo Peregrinus Laziosi wajib mendaltarkan

siswa-siswi dan memberikan laporan setap ssmester lepada
Dircktur Jenderal Bimbingan Masyarakal Kalelik.

KEENAM . Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ciatur
lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangpal ditetaplkan.

Mitelapkan ciJakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL

= AMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Tt
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